
NO URUSAN PEMERINTAHAN

1. Pembinaan Keluarga 

Berencana

1. 76,95% 1. 71,57 1. 1. Perlu Mensinkronkan kembali data yang 

valid dilapangan

2. Pengendalian 

Penduduk

2. 2,83% 2. 2,83% 2. 2. Akan melengkapi data setlah merilis 

data tersebut pada bulan Februari 2022

3. Pemberdayaan dan 

Peningkatan Keluarga 

Sejahtera (KS)

3. 18 per 

1000 

kelahiran

3. 13 per 

1000 

kelahiran

3. 3.

4. Pengarusutamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan

4. 2,00% 4. 27,86% 4.  Masih Kurangnya pemahaman 

Perangkat Daerah tentang Anggaran 

Responsif Gender melalui PPRG 

dengan menggunakan analisis 

Instrumen Gender Analisis Pathaway 

4. Perlu dilakukan Sosilisasi keseluruh 

Perangkat Daerah

5. Perlindungan 

Perempuan

5. 12 Kasus 5. 1 Kasus 5. - Kasus KDRT menurun dari target 

namun masih ada kasus-kasus 

perempuan lainnya

5. - Meningkatkan kesadaran masyarakat 

melalui penyuluhan secara langsung 

maupun tidak langsung melalui media 

cetak, elektronik dan online

- Kesadaran Masyarakat/Perempuan  

korban kekerasan untuk melapor 

masih rendah dikarenakan mereka 

masih menganggap hal tersebut 

adalah aib yang tidak perlu diketahui 

orang lain  

6. Peningkatan Kualitas 

Keluarga

6. 0,007% 6. 0,0016% 6. - Karena Masyarakat sudah paham 

jika terjadi kasus kekerasan untuk 

segera melapor  

5. - Melakukan tindakan pendampingan 

kepada korban kekerasan terhadap 

perempuan pada UPTD PPA

Tidak Ada Tidak Ada

Format Tabel 3.1.2

2.1.1 Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
OPD PELAKSANA PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHANURAIAN PROG/KEG TARGET REALIASI

Selisih Data hasil PK21 sangat besar 

jika dibanding dengan data pada bulan 

November 2021. Data PUS dan 

Akseptor aktif hasil PK21 jauh lebih 

rendah dari data bulan November 2021 

sehingga CPR yang tadinya sudah 

mencapai 75,95% turun menjadi 

71,57% 

Data penduduk berdasarkan usia Tahun 

2021 belum di rilis oleh BPS



NO URUSAN PEMERINTAHAN

Format Tabel 3.1.2

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
OPD PELAKSANA PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHANURAIAN PROG/KEG TARGET REALIASI

,- Faktor pandemi dan perekonomian 

keluarga tidak baik sering 

menimbulkan terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga

- Melakukan sosialisasi, edukasi 

pelatihan kepada perempuan korban 

kekerasan dan pelatihan pencegahan 

tindak kekerasan kepada LM, organisasi - Masih banyak masyarakat dan 

keluarga yang belum mengetahui 

adanya PUSPAGA

- Mencetak brosur tentang stop 

kekerasan dan pelayanan PUSPAGA

- Masih kurang KIE tentang 

pencegahan tindak kekerasan 

terhadap perempuan dalam rumah 

tangga

- Pendampingan pencegahan melalui 

PUSPAGA

7. Pemenuhan Hak Anak 7. 0 

Kamp/Kel

7. 0 

Kamp/Kel

7. - Masih menuju Kampung Layak Anak 7. - Melakukan sosialisasi dan advokasi 

tentang Kampung Layak Anak yaitu 

Kampung Labanan Makmus dan 

Kampung Labanan Jaya

- Karena masih dalam pandemi covid 

19 maka ditahun 2021 baru 

dilaksanakan sosialisasi dan 

advokasi mengenai Kampung Layak 

Anak sebanyak 2 Kampung

8. Perlindungan Khusus 

Anak

8. 65 Kasus 8. 49 Kasus 8. 8. - Meningkatkan kesadaran masyarakat 

melalui penyuluhan secara langsung 

maupun tidak langsung melalui media 

cetak, elektronik dan online membentuk 

satgas PPA disetiap 

Kecamatan/Kampung dalam upaya 

mempermudah pelaporan dan 

penanganan terhadap korban 

kekerasan

Kesadaran masyarakat/orangtua anak 

korban kekerasan untuk melapor masih 

rendah dikarenakan mereka masih 

menganggap hal tersebut adalah aib 

yang tidak perlu diketahui orang lain dan 

diupayakan penyelesaian  secara 

kekeluargaan/adat


